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PUTUSAN
Nomor 6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis hakim
telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, NIK XXXXXXXXXxXXxxxxX, lahir di Kibang, 29 Januari
1990, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan
Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan
Karyawan Swasta sebagai Operator, tempat
tinggal di Kontrakan x, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten (XXXXXXXXXXXXXXXXX). No. Tlp:
XXXXXXXXXXXXXX .
Sebagai “Penggugat”;
melawan
Tergugat, lahir di Jakarta, 08 Maret 1993, umur 28 tahun, agama

Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,
pekerjaan Karyawan Swasta sebagai Operator,
semula bertempat tinggal di Kp. x, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, namun saat ini tidak
diketahui lagi alamat dan tempat tinggalnya
dengan jelas dan pasti baik di wilayah Republik
Indonesia maupun di luar negeri (Ghoib).
Sebagai “Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di

persidangan;
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DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14

Desember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Tigaraksa Nomor 6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 14 Desember

2021mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah
melangsungkan perkawinan pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2015,
yang dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:
XXXXXXXXXX tertanggal 16 November 2020;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat
bertempat tinggal terakhir di Kp. x, Kabupaten Tangerang, Provinsi
Banten;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah
melakukan hubungan suami isteri (ba’'da dukhul), dan telah dikaruniai
1 (satu) orang anak yang bernama: XXXXXXXXxxX, laki-laki, lahir di
Tangerang, 08 Oktober 2015;

4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015
keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi
perselisihan dan percekcokan, disebabkan:

4.1. Tergugat sering berjudi dan mabuk-mabukkan;

4.2. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita idaman lain
yang bernama Diah Kumalasari, hal ini diketahui langsung oleh
Pengugat;

4.3. Tergugat memiliki sifat tempramental yang berlebihan, seperti
melempar barang saat sedang emosi;

4.4. Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat,
seperti memukul, menjambak, dan mendorong;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019 yang
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mana Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama terakhir.
Sampai saat ini Tergugat tidak diketahui alamatnya yang jelas dan
pasti di wilayah Republik Indonesia (ghoib);

6. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat, kemudian
Penggugat mencari keberadaan Tergugat, namun Penggugat tetap
tidak mengetahui keberadaan Tergugat sampai sekarang dan untuk
menguatkan gugatannya Penggugat melampirkan Surat Keterangan
Ghoib Nomor: xxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,
Provinsi Banten, tertanggal 13 Desember 2021;

7. Bahwa akibat tersebut di atas Penggugat merasa tidak sanggup lagi
untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat dan selama pisah
rumah Tergugat tidak memberikan nafkah lahir karenanya Penggugat
berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat
adalah bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas gugatan Penggugat telah
memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP
No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya

berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX)
terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);

3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:
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Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir
di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan
tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa
alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,
sedang ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu
alasan yang sabh;

Bahwa mediasi terhadap perkara tersebut sebagaimana diatur
dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
2016 tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
namun Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar bersabar dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak
berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat, yang isinya tetap
dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil-daliinya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XxxXxxxxxxxxxatas
nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten
Tangerang, tertanggal 20 November 2017, bukti surat tersebut
telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan
diparaf;

2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXxX, atas
nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten
Tangerang, Provinsi Banten, tanggal 16 November 2020, bukti
surat tersebut telah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode
P.2 dan diparaf;
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3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor xxxxxxxxxxx yang dikeluarkan
oleh Kepala Desa Pasar Kemis, Kecamatan Pasar Kemis,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 13 Desember
2021, bukti surat tersebut telah di-nazegelen, setelah diteliti dan
dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.3
dan diparaf;

B. Bukti Saksi.

1. XXXXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita
acara sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah
pada tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2015, Penggugat dan
Tergugat sering bertengkar;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain
bernama Diah Kumalasari, selain itu Tergugat suka berjudi dan
mabuk-mabukan;

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak
bulan Agustus 2019, yang mana Tergugat pergi meninggalkan
kediaman bersama;

- Bahwa saat ini Tergugat tidak diketahui lagi alamatnya yang
jelas;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak
berhasil;

2. XXXXXXXXXXXX, identitas lengkap seperti tersebut dalam berita acara
sidang, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :
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- Bahwa, saksi adalah teman Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah
pada tahun 2015;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang
anak;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan
harmonis hanya selama 2 bulan, setelah itu rumah tangga
Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena sering
terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat suka judi dan mabuk-mabukan, selain itu Tergugat
memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, saksi pernah
melihat mereka karena saksi satu tempat kerja dengan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2, 5 tahun
lebih hingga sekarang, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman
bersama dan tidak diketahui lagi alamatnya;

- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang
diajukan lagi, dan telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya
menyatakan tetap kepada gugatannya sebagaimana tersebut dalam surat
gugatan, serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara
sidang, maka untuk menyingkat uraian putusan ini berita acara
pemeriksaan tersebut dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang
tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat
adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;
Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan,
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh

orang lain sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dilakukan
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pemanggilan secara resmi dan patut dan ketidak hadirannya tidak
ternyata karena suatu alasan yang sah, maka sesuai Pasal 125 ayat (1)
HIR, gugatan diperiksa tanpa kehadiran dan jawaban;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan melalui mediasi sesuai
dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat
dilakukan karena Tergugat tidak datang menghadap sidang, namun
majelis hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar
bersabar dan tidak bercerai, sesuai dengan ketentuan Pasal 130 ayat (1)
HIR, jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, tetapi
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara a quo adalah gugatan cerai yang
diajukan oleh Penggugat yang dahulu menikah secara Islam dan
berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, maka sesuai
asas personalitas keislaman sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut menjadi
kewenangan peradilan agama dan sesuai Pasal 73 ayat (1) undang-
undang tersebut, secara relative menjadi kewenangan Pengadilan Agama
Tigaraksa;

Menimbang, bahwa pada asasnya berdasarkan Pasal 125 ayat (1)
HIR, dalil-dalil gugatan telah menjadi fakta tetap/dapat diterima dengan
tidak hadirnya Tergugat (verstek), namun pasal tersebut menegaskan
bahwa putusan verstek hanya dapat diterapkan, jika dalil-dalil itu tidak
melawan hak dan beralasan, oleh karenanya untuk menguji dan menilai
dalil-dalil itu tidak melawan hak dan beralasan, diperlukan pemeriksaan
alat-alat bukti, lagi pula perkara a quo adalah mengenai perceraian,
sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim
sebelum menjatuhkan putusan perceraian harus diketahui terlebih dahulu
mengenai alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat rukun;
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Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut,
pemeriksaan perceraian tidak hanya sebatas memeriksa ketidak hadiran
Tergugat saja, melainkan pemeriksaan itu harus didasarkan pada alasan
yang dijelaskan oleh peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur tentang perceraian, sedangkan alasan/alasan-alasan itu baru
dapat dipertimbangkan jika telah dibuktikan, oleh karenanya majelis hakim
memandang perlu memeriksa alat-alat bukti, hal ini sejalan dengan kaidah
figh yang terdapat dalam kitab Al-Anwar, Juz Il, halaman 55 yang diambil
alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

airdl aslil lz anssl loisl sjmiasims olo
Artinya : “Apabila Tergugat membangkang atau bersembunyi atau ghaib
maka boleh memutuskan perkaranya dengan bukti”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti
yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti surat yang diberi kode P.1, P.2
dan P.3, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama
XOXOXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi identitas
Penggugat, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai
cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai bernilai
sebagai alat bukti, oleh karenanya dinyatakan terbukti bahwa Penggugat
sebagai subjek hukum yang memiliki legal standing dalam mengajukan
perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi kutipan
duplikat akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut
telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal
1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 tahun
2020 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut
menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat,
oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara
Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam
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perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah
memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan), yang
merupakan akta autentik yang telah bermeterai cukup serta telah cocok
dengan aslinya. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi ketentuan
Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.3) berupa fotokopi Surat
Keterangan Ghaib, yang merupakan bukti surat lainnya yang tidak
dibantah sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan
mengikat sehingga dapat dipertimbangkan vide Pasal 1870 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata jo. Pasal 165 Reglemen Indonesia yang
dibaharui (HIR/RIB). Berdasarkan bukti a quo, terbukti bahwa Tergugat
tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan di persidangan, terdiri dari
saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan
bukan orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145
ayat (1) angka 3e dan 4e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai
Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar
keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan
Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwva yang dilihat dan
didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan
pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR,
oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, serta keterangan
para saksi terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah
menikah pada tanggal 29 Januari 2015;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak;
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- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan
harmonis, namun sejak sekitar bulan Maret 2015 rumah tangga
Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
karena Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain, selain
itu Tergugat suka berjudi dan mabuk-mabukan;

- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara
Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Agustus
2019 atau selama lebih kurang 2 tahun 8 bulan sampai dengan
sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan tidak
diketahui keberadaannya;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaiakan dan menasehati
para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka

Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, dan sudah tidak mungkin

lagi untuk dirukunkan dalam suatu rumah tangga karena pertengkaran

demi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi
sedemikian rupa dan terus menerus yang kemudian berujung dengan
pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 atau selama lebih
kurang 2 tahun 8 bulan sampai dengan sekarang, Tergugat pergi
meninggalkan Penggugat dengan tidak diketahui keberadaannya;
Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan
perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf

() Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f)

Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit

sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut,

tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan
melihat fakta/kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan

pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;
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Menimbang, bahwa isteri yang sering bercerita dan mengeluh
kepada keluarga atau orang-orang terdekatnya tentang masalah dalam
rumah tangganya, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat
dengan tidak diketahui keberadaannya dan selama itu antara Penggugat
dengan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan sebagaimana
layaknya suami istri, pihak keluarga telah berupaya
merukunkan/menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak
berhasil, telah cukup menunjukkan bahwa rumah tangga antara suami
isteri tersebut bermasalah/terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran
dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun
lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya
merukunkan tetapi tidak berhasil, maka majelis hakim berpendapat bahwa
sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga mereka karena
sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk
keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah
sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya sesuai
Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 19 huruf
() Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan
gugatan perceraian a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas,
Majelis Hakim berpendapat, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat
telah pecah (broken marriage), dimana ikatan batin kedua belah pihak
sulit dipersatukan dan apabila perkawinan semacam ini tetap
dipertahankan maka dikhawatirkan akan menimbulkan mudarat yang lebih
besar dan tidak dapat mewujudkan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk
membentuk rumah tangga yang bahagia, tenteram, kekal, dan damai
(sakinah mawaddah wa rahmah), sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 2 dan pasal 3 Kompilasi
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Hukum Islam serta Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi
sebagai berikut:

Lolol pSmiil yo oS gl Ol al os
9 Ul as>,9 8390 oS Jr>g lgul] 19iSuid
U9 S pgi) LY ls

Artinya : ’Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya
kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir”,

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma
hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang
terdapat dalam Kitab :

1. Figh Sunnah, Juz Il, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang

berbunyi :

V Lo Llgs ol Lol as g dl cacsol b5l
Logllol Hu 6 uunll plgs ano gUaiuu,
9 91 9ill sualadl o wllai Ol lgd 92

Login: TVl y& e g ,uall

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan
kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya
tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai
kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti
madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam
kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari

suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadaratan itu

“Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan
keduanya";
2. Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaag, juz |, halaman 83 :

2> OMall pllos pMawVl L5 254
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Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga
sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak
bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami
isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan
perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri
dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya
yang bertentangan dengan semangat keadilan.”;

3.  Tuhfah, Juz I, halaman 164 yang berbunyi :
aiw ade wsilS gl B bl Gleslasall

Artinya : “Memutus perkara orang ghaib itu boleh jika ada bukti-
bukti”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi
norma hukum dalam ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan
tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai
dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu

bain shughra Tergugat kepada Penggugat dengan verstek;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada
Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat
(OOXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah

Rp595.000,00 (lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Tigaraksa pada hari Rabu 20 April 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 19 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Mursyida, S.Ag.,
M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Usman Ali, S.H. dan H. Samsul Fadli,
S.Pd., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk
oleh Ketua Pengadilan Agama tersebut dengan Penetapan Nomor
6525/Pdt.G/2021/PA.Tgrs tanggal 14 Desember 2021, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut
pada hari itu juga didampingi oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu
oleh Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H., sebagai Panitera Pengganti
serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Mursyida, S.Ag., M.H
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Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Usman Ali, S.H H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Jupri Suwarno, S.Ag., S.Pd.l., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran ......................... Rp 30.000,00
2. Biaya Proses .......cc.cocoiviiiiiiiiininns Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan .............ccooevinin Rp 450.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan .................. Rp 20.000,00
5. BiayaRedaksi .............cocoiiiiiiiinnnn, Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .............coooevivinn vennn, Rp 10.000,00
Jumlah ... Rp 595.000,00

(lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
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